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Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG 
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ARBITRASE 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG 
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”. 
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase 
yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak 
sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat 
para pihak setelah timbul sengketa. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan 
penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga (arbitrase) yang dituangkan dalam 
perjanjian. Bagaimana apabila salah satu pihak tidak mematuhi penyelesaian yang 
dilakukan melalui jalur arbitrase yang sudah disepakati. Dari hal di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis 
penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999, dan apa akibat hukum apabila salah satu pihak tidak 
mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian 
hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan 
tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta akibat hukum apabila 
salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tentang  
penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase, serta akibat hukum apabila 
salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui 
jalur arbitrase. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, secara yuridis penyelesaian 
sengketa bisnis melalui jalur arbitrase dapat diberlakukan, apabila mengikuti hal-
hal, yakni kesepakatan kedua belah pihak bahwa sengketa diselesaikan secara 
arbitrase, arbiter yang ditunjuk memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-
undang, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan 
undang-undang, putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase harus  berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta ketentuan yang mengatur mengenai 
prosedur beracara sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana yang diatur 
dalam HIR dan Rbg. Apabila proses tersebut tidak dilakukan menurut undang-
undang, maka bisa batal demi hukum atau bisa dibatalkan. 
Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase secara 
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri 
atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya pihak yang tidak 
mau melaksanakan putusan majelis arbitrase tersebut, maka Ketua Pengadilan 
Negeri dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan 
putusan tersebut berdasarkan permohonan salah satu pihak, sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap Manusia dalam hidupnya senantiasa melakukan hubungan 
sesama sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan lainnya. 
Hubungan tersebut bisa saja terjadi akibat dari suatu kebutuhan yang harus 
dipenuhi. Kebutuhan disini dapat berupa moril maupun materil. Kebutuhan 
moril maksudnya bahwa manusia dalam hidupnya pasti memerlukan orang 
lain, tanpa bisa hidup dengan sendirinya. Dan memang sudah merupakan 
kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam 
suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.
1
 
Sedangkan kebutuhan materil maksudnya kebutuhan akan uang yang dapat 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. 
Sehubungan dengan itu, maka yang namanya manusia senantiasa 
mencari sesuatu yang diinginkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 
hidup tersebut. Oleh karena itu berbagai macam cara dan usaha yang dilakukan 
demi melanjutkan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai karyawan, buruh, 
pegawai swasta, pegawai negeri, pengusaha, dan lain sebagainya. 
Khusus dalam dunia usaha dan bisnis saat ini, maka para pelaku usaha 
dapat melakukan usahanya dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, 
tegantung keinginan dan modal yang tersedia. Usaha yang dilakukan dalam 
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rangka untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan diri agar dapat bersaing 
dengan pelaku usaha yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan 
yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses 
produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, 
efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. 
Pelaku usaha merupakan orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun berasama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha harus benar-benar 
dapat melaksanakan usahanya dengan wajar dan sehat tanpa merugikan orang 
lain atau badan usaha lain. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa usaha 
yang dilakukan tersebut memang sesuai dengan tujuan dari usaha perseorangan 
atau badan hukum tersebut. 
Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, 
yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik 
bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan 








 Dalam menjalankan roda bisnis tersebut sudah pasti 
terjadinya hubungan antara pengusaha/pebisnis dengan relasinya, hubungan 
tersebut tentunya yang berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan oleh sang 
pengusaha/pebisnis. 
Namun dalam hubungan bisnis tersebut, antara perseorangan dengan 
orang lain, atau antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, 
tentunya sudah pasti ada perselisihan atau sengketa, yang disebabkan oleh 
berbagai hal, bisa sengketa yang terjadi secara tiba-tiba atau sengketa yang 
terjadi ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran kesepakatan yang telah 
dibuat bersama. Oleh karena itu penyelesaian yang dilakukan bisa saja 
dilakukan dengan berbagai cara. 
Penyelesaian sengketa bisnis tersebut dapat saja dilakukan melalui 
perdamaian, mediasi, dan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam tulisan ini 
yang dikaji adalah penyelesaian sengketa bisnis dengan cara perdamaian di luar 
pengadilan atau secara arbitrase. Penyelesaian melalui perdamaian ini dapat 
dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. 
Arbitrase merupakan lembaga yang menangani perkara-perkara perdata 
dan dagang, dan tidak termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan 
atas hukum pidana. Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi 
perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan 
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Adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak 
menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan 
umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah semacam pilihan forum. 
Dasar dari pada arbitrase ini adalah perjanjian dari para pihak sendiri, sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan,  bahwa  apa 
yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka ini sebagai undang-
undang. 
Kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa jika terjadi perselisihan 
dikemudian hari berdasarkan kontak ini, maka kami menyetujui untuk 
membawanya kepada arbitrase untuk diselesaikan, jadi tidak ke pengadilan 
umum (pengadilan negeri). 
Pilihan oleh para pihak akan forum arbitrase ini dihormati oleh si 
pembuat undang-undang, maka mereka dibenarkan memilih jalan arbitrase 
tersebut. Penjelasan umum undang-undang tersebut di atas, ditambahkan 
sebagai berikut: "Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan 
cara penyelesaian suatu sengketa, di luar pengadilan umum yang didasarkan 
atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua 
sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan sengketa mengenai 
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hal .yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang 
bersengketa atas dasar kata sepakat.
4
 
Perdamaian dapat disepakati oleh kedua belah yang bersengketa di luar 
pengadilan, dengan cara menyepakati isi dari perdamaian tersebut dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan merupakan ketentuan yang harus 
mereka patuhi bersama. Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak 
tersebut bisa saja dihadiri oleh pihak ketiga (mediator), dan bisa juga dilakukan 
hanya oleh kedua belah pihak tersebut mempunyai kekuatannya adalah sama, 
artinya perdamaian yang dibuat tersebut atas dasar kesekapatan dan tanpa 
tekanan dari pihak manapun. 
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan, bahwa lembaga 
artbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat 
memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum 
tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa 
sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang 
perdagangan dan bisnis, serta hak yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan. 
Artinya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tergantung dari 








kesepekatan kedua belah pihak sesuai dengan apa yang tertuang dalam 
perjanjian. 
Pasal 1 angka 10 disebutkan, bahwa Altematif Penyelesaian Sengketa 
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
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Pasal 1 angka 3 dinyatakan, bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu 
kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu pedanjian 
tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu 
perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
6
 
Adapun unsur-unsur dari pengertian arbitrase adalah sebagai berikut: 
1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, 
baik yang akan atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang 
pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. 
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang 
menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya 
dalam bidang perdagangan, industry dan keuangan. 




Sengketa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya perjanjian yang 
telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu semua perjanjian yang telah 
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dibuat dan disepakati merupakan undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua 
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik 
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan 
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan 
tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
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Arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup 
hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah 
perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik 
guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
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Karena dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat bila dibandingkan 
penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan. 
Tentunya dalam hal ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, 
ketika sudah ada kesepakatan kedua belah, dan hal tersebut dituangkan dalam 
perjanjian bahwa, ketika dikemudian hari terjadi sengketa maka diselesaikan 
melalui lembaga arbitrase (di luar pengadilan). Oleh karena itu kedua belah 
pihak harus dapat mematuhi apa yang sudah disepakati bersama. Bagaimana 
apabila salah satu pihak ada yang tidak mematuhi kesepakatan dan 
penyelesaian yang dilakukan melalui jalur arbitrase.   
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul: 
“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA 
BISNIS MELALUI JALUR ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN 
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”. 
B. Batasan Masalah 
Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi pada hal-hal yang 
berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis antara kedua belah pihak 
melalui jalur arbitrase atau di luar pengadilan, kemudian kekuatan hukum 
perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. 
C. Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur 
arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999? 
2. Apa akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui 






2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti 
putsan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, 
terutama menyangkut masalah penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur 
perdamaian di luar pengadilan atau melalui arbitrase. 
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 
mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase di luar 
pengadilan, pada masa yang akan datang. 
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai 
sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau. 
E. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada 
penelitian hukum normatif,
10
 yaitu usaha untuk mengolah data yang 
berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa bisnis 
melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 
serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini dilakukan melalui 
pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. 
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Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan 
konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
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Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis 
tentang  penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase, serta akibat 
hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian 
sengketa melalui jalur arbitrase. 
2. Data dan Sumber Data  
Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian 
dan diuji kebenarannya.
12
 Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).
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Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan 
menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
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Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer,15 yaitu menggunakan, Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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b. Bahan hukum sekunder,16 yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang  
dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
c. Bahan hukum tersier,17 yaitu bahwa yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis 
memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi 
terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan 
literatur lainnya. 
4. Analisis Data 
Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta 
peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari 
secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk 
uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya 
dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli. 










Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian 
ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,
18
 yaitu menyimpulkan dari 
hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. 
F.  Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA BISNIS, yang berisi 
tentang sengketa/perkara, macam-macam penyelesaian sengketa, dan 
pengertian perdamaian. 
BAB III TINJAUAN TEORITIS, yang berisi tentang tinjauan umum 
arbitrase, syarat perjanjian/klausula arbitrase, jenis arbitrase, dan 
unsur-unsur kesepakatan arbitrase. 
BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni   
mengenai tinjauan yuridis penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta akibat 
hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam 
penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. 
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TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA 
 
A. Sengketa/Perkara 
Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara” apabila 
menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Untuk 
mengatasinya, mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila 
seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon 
ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkat anak dikatakan 
bukan perkara karena tidak ada yang diselisihkan. Pengertian yang demikian 
ini sebenarnya tidak tepat. Perlu dibedakan antara perkara dan sengketa. 
Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu 
sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa. 
Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan 
dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi 
pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. 
Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak 
sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai 
instansi yang berwenang dan tidak memihak.
19
 Sebagai contoh adalah sengketa 
tentang warisan, jual beli, pemakaian merek dagang. Tugas hakim adalah 
menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang 
bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. 
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Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada 
yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau 
putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status 
sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan 
diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan 
sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas 
hakim yang demikian ini termasuk dalam kewenangan memeriksa perkara 
yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja.
20
 
Dalam hukum acara perdata sengketa itu merupakan perselisihan yang 
dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dan penyelesaian terhadap sengketa ini 
dilakukan melalui gugatan ke pengadilan, tetapi apabila satu pihak maka yang 
dilakukan adalah dalam bentuk permohonan, artinya tidak ada sengketa. 
Sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih diselesaikan melalui gugatan 
ke pengadilan, apakah nantinya gugutan tersebut berakhir dengan perdamaian 
atau dilanjutkan dengan proses hukum melalui persidangan pengadilan, adalah 
tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. 
Sengketa dalam dunia bisnis atau perdagangan adalah sesuatu yang 
biasa terjadi, dan hal ini tidak bisa dihindari,  karena dalam hubungan antara 
satu dengan yang lainnya belum tentu bisa berjalan dengan lancar, ada saja 
pihak-pihak yang tidak dapat  melaksanakan suatu kesepakatan yang telah 
ditentukan bersama. Oleh karena itu maka terjadilah sengketa yang harus 
diselesaikan secara hukum melalui proses hukum di pengadilan. 








Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan jenisnya, ada 
sengketa bisnis, sengketa perdagangan, sengketa dalam perjanjian, sengketa 
kontrak dan sebagainya. Hal ini tentunya tergantung dari berat dan ringannya 
sengketa tersebut, atau tinggi dan rendahnya nilai dari sengketa yang 
bersangkutan. Oleh karena itu apapun bentuk sengketa yang terjadi tersebut 
harus diselesaikan menurut kehendak kedua belah pihak. Bisa saja sengketa itu 
diselesaikan di luar pengadilan atau diselesaikan melalui jalur hukum di 
pengadilan. 
B. Macam-macam Penyelesaian Sengketa 
Ada beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di 
luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. 
2. Negosiasi, yaitu suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk 
mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara 
para pihak. 
 Negsiasi dilakukan karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun 
hanya karena belum prnah dibicarakan masalah tersebut. 
   Negosiasi terdiri dari dua macam, yaitu :  
a. Negosiasi Kepentingan 






1. Mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk 
memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak 
yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu 
menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara 
memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu 
menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan “mediator” pihak 
mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap 
sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan 
menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. 
4. Konsiliasi, yaitu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa 
negosiasi, untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan 
tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa, untuk 
membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut 
secara memuaskan kedua belah pihak. 
5. Pencari Fakta, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau tim 
pencari fakta, baik yang merupakan pihak yang independen atau hanya 
sepihak, untuk membantu proses pencarian fakta terhadap sesuatu masalah, 
yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. 
6. Minitrial, yaitu system pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa, 
dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan, yang dilakukan oleh 
orang-orang yang disebut dengan manajer yang diberi wewenang untuk 
menegosiasikan suatu kebijakan di antara para pihak yang bersengketa. 






atau seorang pengacara lain (selain dari pengacara para pihak) dapat juga 
diangkat untuk  menentukan bagaimana seharusnya perkara tersebut 
diselesaikan. 
7. Ombudsman, yaitu seorang pejabat publik yang independen, yang diangkat 
untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi terhadap kegiatan 
administrasi pemerintah, tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan 
batal terhadap kegiatan tersebut. 
8. Penilaian Ahli, yaitu terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan 
tenaga ahli untuk menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk 
seorang atau lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang 
dipersengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas 
memberikan pendapat saja. 
9. Pengadilan Kasus Kecil,  yaitu merupakan model pengadilan dalam system 
peradilan biasa, tetapi dengan memakai prosedur dan system pembuktian 
yang sederhana, pengadilan mana hanya berwenang mengadili kasus-kasus 
kecil dengan prosedur cepat dan tidak dibenarkan memakai pengacara. 
10. Pengadilan Adat, adalah badan-badan pengadilan adat yang dewasa ini 
hanya bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah adat saja.21 
C. Pengertian Perdamaian 
Perdamaian adalah kompromi, dimana kedua belah pihak saling 
memiliki iktikad baik untuk mengakhiri masalah atau perkara yang sedang 
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berlangsung demi mencegah perkara yang lebih besar dengan saling 
mengurangi tuntutan kepada satu sama lain. 
Strategi penyelesaian dengan perdamaian atau kompromi biasanya 
tercapai kalau berbagai pihak yang terlibat menyadari atau sepakat akan adanya 
keinginan bersama. Dalam hal ini semua pihak mencari sebuah solusi dan 
bukan kepuasan optimal, dengan demikian maka tidak ada pihak yang menang 
ataupun kalah secara mutlak 
Pasal 1854 KUH Perdata menyatakan, bahwa setiap perdamaian hanya 
terbatas pada soal yang termaktub didalamnya; pelepasan segala hak dan 
tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sekedar hak hak dan tuntutan 
tuntutan itu ada hubungan nya dengan perselisihan yang menjadi lantaran 
perdamaian tersebut. 
Pasal 1855 KUH Perdata: Setiap perdamaian hanya mengakhiri 
perselisihan perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak 
merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun 
maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu satunya dari apa yang 
dituliskan. 
Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata: Segala perdamaian mempunyai 
diantara para pihak suaatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat 
akhir. 
Pasal 1859 KUH Perdata: Namun itu suatu perdamaian dapat 
dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau 






Pasal 1860 KUH Perdata: Begitu pula dapat meminta pembatalan suatu 
perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman 
tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila 
para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang 
kebatalan itu. 
Pasal 1862  KUH Perdata: Suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, 
yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh 
kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari 
mereka, adalah batal. Jika putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu 
masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian adalah sah. 
Pasal 1863 KUH Perdata: Jika para pihak untuk seumumnya telah 
membuat sesuatu perdamaian tentang segala urusan yang berlaku diantara 
mereka maka adanya surat surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi 
kemudian diketemukan tidak merupakan alasan untuk membatalkan 
perdamaian kecuali apabila surat surat itu telah sengaja disembunyikan oleh 
salah satu pihak. Namun itu perdamaiannya adalah batal, jika perdamaian 
hanya mengenai satu urusan saja, sedangkan dari surat surat yang diketemukan 
kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak mempunyai 
sesuatu hak atas itu. 
Dengan demikian, maka perdamaian merupakan kehendak kedua belah 
pihak untuk mengakhiri suatu sengketa, agar tidak sampai ke proses hukum. 
Perdamaian yang dilakukan merupakan solusi yang diambil oleh kedua belah 






Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, memuat pasal yang berkaitan dengan 
mediasi yakni:  
Pasal 1 angka 10 yakni „Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 
disepakati para pihak ,yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara 
konsultasi,negoisasi ,mediasi,konsilasi, atau penilaian ahli.  
Pasal 6 yakni tentang alternative Penyelesaian Sengketa, terdiri dari :  
(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 
melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik 
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan 
Negeri. 
(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian 
sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diselesaikan dalam 
pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan 
hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.  
(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat(2) tidak dapat diselesaikan ,maka atas kesepakatan tertulis para pihak 
,sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau 
lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.  
(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang 
atau lebih penasehat maupun melalui seorang mediator tidak berhasil 






kedua belah pihak , maka para pihak dapat mempertemukan kedua belah 
pihak , maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau 
lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang 
mediator.  
(5) Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.  
(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)dengan memegang teguh 
kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai 
kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak 
yang terkait.  
(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis 
adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad 
baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.  
(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.  
(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai 
dengan ayat (6) tidak dapat dicapai,maka para pihak berdasarkan 
kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui 






Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: 
"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 
oleh para pihak yang bersengketa. 
Ketentuan di atas memberikan pengertian, bahwa arbitrase merupakan 
lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang, dan tidak 
termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. 
Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi perkara mengenai 
perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase dan tidak berperkara dihadapan peradilan umum.
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Adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak 
menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan 
umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah semacam pilihan forum. 
Dasar dari pada arbitrase ini adalah perjanjian dari para pihak sendiri, sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan,  bahwa  apa 
yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka ini sebagai undang-
undang. 
Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa jika terjadi 
perselisihan dikemudian hari berdasarkan kontak ini, maka kami menyetujui 
untuk membawanya kepada arbitrase untuk diselesaikan, jadi tidak ke 
pengadilan umum (pengadilan negeri). 
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Adanya pilihan oleh para pihak akan forum arbitrase ini dihormati oleh 
si pembuat undang-undang, maka mereka dibenarkan memilih jalan arbitrase 
tersebut. 
Penjelasan umum undang-undang tersebut di atas, ditambahkan sebagai 
berikut: "Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara 
penyelesaian suatu sengketa, di luar pengadilan umum yang didasarkan atas 
perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa 
dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan sengketa mengenai hal .yang 
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A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: 
"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 
oleh para pihak yang bersengketa. 
Ketentuan di atas memberikan pengertian, bahwa arbitrase merupakan 
lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang, dan tidak 
termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. 
Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi perkara mengenai 
perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase dan tidak berperkara dihadapan peradilan umum.
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Adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak 
menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan 
umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah semacam pilihan forum. 
Dasar dari pada arbitrase ini adalah perjanjian dari para pihak sendiri, sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan,  bahwa  apa 
yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka ini sebagai undang-
undang. 
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Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa jika terjadi 
perselisihan dikemudian hari berdasarkan kontak ini, maka kami menyetujui 
untuk membawanya kepada arbitrase untuk diselesaikan, jadi tidak ke 
pengadilan umum (pengadilan negeri). 
Adanya pilihan oleh para pihak akan forum arbitrase ini dihormati oleh 
si pembuat undang-undang, maka mereka dibenarkan memilih jalan arbitrase 
tersebut. 
Penjelasan umum undang-undang tersebut di atas, ditambahkan sebagai 
berikut: "Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara 
penyelesaian suatu sengketa, di luar pengadilan umum yang didasarkan atas 
perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa 
dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan sengketa mengenai hal .yang 




Adapun alasan para pihak menggunakan penyelesaian secara arbitrase 
atau di luar pengadilan umum, antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur lebih cepat 
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak perlu mengikuti 
formalitas-formalitas yang ketat dan kaku, dan berbeda sekali jika 
dibandingkan dengan prosedur melalui saluran-saluran hukum yang 
memiliki tingkatan-tingkatannya sendiri-sendiri. 
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Keputusan arbitrase dianggap tidak dapat diganggu gugat lagi, 
karena bersifat terakhir dan mengikat. Dengan kata lain bahwa keputusan 
arbitrase harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh 
karena sifatnya yang tidak membolehkan diadakan lagi upaya hukum 
terhadap keputusan Dewan Arbitrase, maka, sudah teranglah bahwa 
keputusan arbitrase ini adalah lebih cepat dibandingkan dengan prosedur 
di hadapan peradilan umum yang dapat memakan waktu yang lama.
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2. Pembiayaan lebih ringan 
Singkatnya waktu dalam menghasilkan keputusan penyelesaian 
sengketa oleh peradilan arbitrase, keuntungan lain yang didapat adalah 
relative ringannya biaya berperkara dibandingkan bila berperkara di muka 
peradilan umum. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak diperlukan 
demikian banyak instansi-instansi sebagaimana berperkara di pengadilan 
umum. Jadi penyelesaian sengketa, melalui arbitrase memang lebih murah 
bila dibandingkan berperkara di peradilan umum. Walaupun dalam 
penyelesaian perkara melalui arbitrase juga memerlukan biaya tetapi tidak 
sebanyak di peradilan umum.
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3. Putusan arbitrase lebih memuaskan 
Penyelesaian perkara melalui arbitrase, ditangani oleh arbitrator-
arbitrator yang memang dipilih oleh para, pihak berdasarkan keahliannya. 
Arbiter-arbiter yang menengahi penyelesaian perselisihan adalah tenaga 
ahli yang mengenal bidang perdagangan (bisnis), serta bidang lainnya 
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4. Memelihara dan menjamin kerahasiaan para pihak 
Para pihak yang bersengketa dengan permufakatannya dapat 
bersepakat untuk tidak mempublikasikan proses persidangan dan 
putusannya. Dengan demikian nama, baik mereka, tetap terpelihara, 
dengan baik. 
Terjaminnya akan kerahasiaan para pihak yang bersengketa, di sini 
merupakan satu keuntungan dari pada arbitrase, karena mereka dapat 
terhindar dari segala macam publisitas yang mungkin saja akan 
mendatangkan kemudaratan atau kerugian bagi salah satu atau kedua belah 
pihak, baik dari sisi materil maupun dari sudut moril, yang pada gilirannya 




5. Bermanfaat bagi pedagang-pedagang bonafide 
Pilihan terhadap forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
bagi pelaku bisnis adalah langkah yang tepat. Sebab dengan 
menyelesaikan suatu perselisihan melalui arbitrase, para pihak diupayakan 
agar bisa tetap memelihara, hubungan komersial di masa-masa mendatang. 
Tentunya dengan cara penyelesaian ini, badan arbitrase akan 
mengupayakan agar para pihak tidak akan bermusuhan, melainkan akan 
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6. Mendapatkan keputusan yang lebih adil 
Banyak keuntungan yang dimiliki dalam penyelesaian perkara 
melalui badan arbitrase yang dirasakan oleh para. pihak bila dibandingkan 
dengan penyelesaian perkara di peradilan umum. Keuntungan lain yang 
dimiliki oleh arbitrase adalah masalah pilihan hukum, pilihan forum, dan 
pilihan tempat, yang tidak dapat dilakukan pada peradilan umum. 
Permufakatan kedua belah pihak yang mereka tuangkan dalam klausula 
kontrak, dapat disepakati soal apakah hukum yang akan dipakai nantinya jika 
dikemudian hari terjadi perselisihan, yang berkenaan dengan isi yang diper 
anjikan. Tidak hanya sekedar itu saja mereka juga boleh atas dasar kesepakatan 
dapat menetapkan pilihan forum atau badan pengadilan mana yang akan 
menyelesaikan persengketaan tersebut, serta dapat pula menentukan pilihan 
tempat dimana penyelesaian sengketa itu dilaksanakan. 
Kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam arbitrase ini adalah suatu 
keuntungan besar bagi pelaku bisnis yang menyelesaikan perkaranya melalui 
forum arbitrase. Kepada mereka sungguh diberikan kebebasan yang tiada 
taranya untuk memilih dan menentukan sendiri berkenaan dengan langkah-
langkah dalam menyelesaikan perselisihan-yang sesuai dengan keinginan 
mereka masing-masing. 
                                                 






Pada sisi lain, terhadap hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para 
pihak tidak dapat diganggu gugat lagi dan harus dihormati oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan maupun lembaga-lembaga lainnya.
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B.Syarat Perjanjian/Klausula Arbitrase 
Sebagai salah satu bentuk perjanjian, baik dalam bentuk klausul 
arbitrase atau perjanjian arbitrase tersendiri, sah atau tidak suatu klausul 
arbitrase atau .perjanjian tergantung pada syarat-syarat sebagaimana 
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdapat dua 
syarat, yaitu: 
1. Syarat Subjektif 
Sebagai perjanjian, arbitrase melibatkan dua pihak yang saling 
bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 
Jadi terlebih dahulu adanya kesepakatan di antara para pihak yang 
bersengketa. Selain itu, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka 
yang menurut hukum dianggap memiliki kewenangan untuk membuat 
perjanjian arbitrase. 
Para pihak dalam perjanjian arbitrase adalah subjek hukum. 
Subjek dalam perjanjian arbitrase sama dengan subjek dalam 
perjanjian pokoknya, yaitu perorangan atau badan hukum. 
Sesungguhnya para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, baik 
arbitrase nasional maupun arbitrase intemasional adalah sama, yaitu 
                                                 










2. Syarat Objektif 
Syarat objektif dari perjanjian arbitrase diatur dalam Pasal 5 
ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa: "Sengketa 
yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang 
perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa." 
Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud 
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 
1999 tersebut. Namun.jika dilihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b 
Undang-Undang Nomor-30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan 
pelaksanaan putusan arbitrase intemasional, dimana dikatakan bahwa 
yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah 
kegiatan-kegiatan antara lain bidang pemiagaan, perbankan, keuangan, 
penanaman modal, industry, dan hak kekayaan intelektual.
33
 
Perjanjian atau klausula arbitrase yang merupakan persetujuan atau 
kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu pacta sunt servanda dan asas 
kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika 
makna pacta sunt servanda dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH 
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Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang 
sangat essensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase, 
yaitu: 
1. Setiap perjanjian mengikat para pihak. 
2. Kekuatan mengikatnya seruap dengan ketentuan undang-undang. 
3. Hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak. 
Oleh karena itu, klausula arbitrase merupakan persetujuan atau 
kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian. Asas-asas yang 
terkandung dalam proposisi pacta sunt servanda dan Pasal 1338 KUH Perdata, 
berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase. 
Dalam perjanjian arbitrase, dikenal dua macam klausula arbitrase, yaitu 
pactum de compromitendo dan akta kompromis, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu: "Para pihak dapat 
menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka 
untuk diselesaikan melalui arbitrase". 
Klausula pactum de compromitendo dibuat sebelum sengketa terjadi, 
sehingga pembuatannya dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian 
pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu 
dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri di luar 
kan perjanjian pokok. 
Akta kompromis adalah perjanjian khusus yang dibuat setelah 
terjadinya sengketa guna mengatur tentang cara mengajukan sengketa, yang 






Adapun bentuk akta kompromis ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) 
UNdangundang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu. "Dalam hal para pihak memilih 
menyelesaikan sengketa, melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan 
mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang 
ditandatangani oleh para pihak."
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Era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol 
adalah “ serba cepat “ yang mendorong manusia memasuki apa yang dimaksud 
Free Market dan Free Competition. Dalam keadaan yng demikian, dari ratusan 
transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan/ 
konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat.  
Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang 
popular adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa 
latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut 
kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu dapat 
menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase karena dapat menimbulkan 
kesan seolah –olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam 
menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma – norma hukum lagi 
dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan. 
Kesan tersebut keliru karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan 
hukum seperti yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.  
Beberapa sarjana dan peratuan perundang –undangan serta prosedur 
Badan Arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut. 
                                                 






 Frans Hendra Winarta menyatakan, bahwa arbitrase adalah cara 
penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
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Huala Adolf menyatakan bahwa, dewasa ini arbitrase tidak hanya 
memberikan atau menawarkan jasa-jasa penyelesaian sengketa kepada para 
pengusaha industri atau perdagangan. Arbitrase juga menyelesaikan sengketa 
hukum, masalah-masalah yang berada di luar jurisdiksi pengadilan atau dimana 
pengadilan tidak siap untuk menyelesaikan sesuatu sengketa. Di samping itu, 
dewasa ini arbitrase tidak saja diminta untuk menafsirkan suatu kontrak, atau 
memutuskan apakah suatu kontrak telah dilaksanakan, atau apa yang menjadi 
konsekuensi suatu pelanggaran, tetapi arbitrase dapat juga diminta untuk 
menyempurnakan suatu perjanjian yang tidak lengkap, atau hal-hal lainnya 
selain yang telah disebut oleh para pihak.
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 Penyelesaian sengketa dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:.
37
 
1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa 
negosiasi yang bersifat langsung, maupun dengan penyertaan pihak ketiga. 
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional 
maupun internasional. 
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat 
ad hoc maupun yang terlembaga. 
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Menurut Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah  
cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 
yang bersengketa. 
Menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia), arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat 
dalam sengketa – sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, 
industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. (Pasal 1 
AD BANI). 
Peraturan prosedur BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), 
arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan 
perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, serta memberikan suatu 
pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu 
persoalan yang berkenaan dengan perjanjian (Pasal 1 AD BAMUI). 
C.Unsur-Unsur Kesepakatan Arbitrase 
Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur 
yang sama, yaitu : 
1. adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, 
baik yang akan terjadi maupun telah terjadi, kepada seorang atau beberapa 






2. penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang 
menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di 
sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. 
3. putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (final and 
binding). 
Salah satu syarat pokok penyelesaiaan arbitrase adalah adanya 
kehendak para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan 
pendapat, perselisihan maupun sengketa yang terjadi diantara mereka melalui 
arbitrase, yang dituangkan atau dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian 
arbitrase. Perjanjian arbitrase tersebut dapat dibuat sebelum perselisihan atau 
sengketa lahir atau dalam suatu arbitrase tersendiri setelah perselisihan atau 
sengketa lahir. 
Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (APS). Faktor-faktor kunci kesuksesan tersebut antara 
lain adalah sebagai berikut:
38
 
a.  Sengketa masih dalam batas “Wajar”. 
b. Komitmen para pihak. 
c. Keberlanjutan hubungan. 
d. Keseimbangan posisi Tawar-menawar. 
e. Proses bersifat pribadi dan hasilnya rahasia. 
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1. Pactum de compromitendo 
Bentuk perjanjian arbitrase yang disebut pactum de compromitendo 
yang secara linguistik berarti ”kesepakatan setuju dengan arbiter atau wasit”. 
Pada intinya bentuk perjanjian arbitrase pactum de compromitendo ini 
menekankan bahwa para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan 
sengketa (disputes) yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Hal ini 
berarti pada saat para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian arbitrase, 
sengketa sama sekali belum terjadi. Bentuk perjanjian arbitrase ini diatur dalam 
beberapa peraturan perundang undangan. Dalam pasal 615 ayat (3) Rv 
(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) disebutkan “adalah 
diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-
sengkera yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan beberapa 
orang arbiter (wasit)”. 
2. Akta Kompromis 
Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut akta kompromis atau 
perdamaian yang dicapai diluar pengadilan. Dalam Rv akta kompromis diatur 
dalam Pasal 618. Dari bunyi Pasal 618 Rv dapat dilihat, akta kompromis 
sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak 
yang berbunyi : setelah para pihak mengadakan perjanjian, dan perjanjian 
sudah berjalan, timbul perselisihan. Sedang sebelumnya, baik dalam perjanjian 
maupun dengan akta tersendiri, tidak diadakan persetujuan arbitrase.   
                                                                                                                                     






Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa 
dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 
Sementara itu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah 




Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para 
pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase.
41
 Dengan adanya arbitrase 
tertulis tersebut, maka akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan 
penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri wajib 
menolak/ tidak campur tangan dalam penyelesaian suatu sengketa yang telah 




Yurisdiksi atau kewenangan mengadili sengketa bisnis diatur dalam 
Pasal 2, 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999. Sengketa bisnis 
yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih 
dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan 
hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri 
tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam 
perjanjian arbitrase.  
Ruang lingkup arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999, jika dilihat 
dari pengertian arbitrase sebagaimana yang telah dikutip,ternyata cukuplah 
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luas, yaitu semua jenis sengketa dalam bidang keperdataan. Dalam hal ini 
tentunya yang bisa diselesaikan secara arbitrase adalah sengketa-sengketa di 
bidang bisnis, sengketa-sengketa dibidang perburuhan/ketenagakerjaan, 
sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat 
dikuasai oleh para pihak. Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah 
hak-hak yang menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau 
kepentingan umum, misalnya proses-proses mengenai perceraian, status anak, 
pengakuan anak, penetapan wali, pengampuan dan lain-lain.
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Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas 
dasar kata sepakat mereka). Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui 




Berdasarkan kedua pasal dalam UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 
tersebut (Pasal 3 jo. Pasal 11), maka jelaslah bahwa yang mempunyai 
kewenangan untuk memutuskan sengketa yang ada klausul arbitrase bukanlah 
pengadilan negeri, akan tetapi yang berwenang adalah lembaga arbitrase 
(BANI) atau oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak (abitrase ad hoc) atau 
Lembaga/ Badan Arbitrase Internasional seperti di negara : Belanda (NAI), 
Korea (KCAA), Singapura (SIAC Rules), UNCITRAL, ICC, dan lain-lain. 
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Bahkan pengadilan negeri hukumnya wajib menolak untuk memproses kasus 
tersebut, tentunya hal ini sejalan dengan asas berlakunya hukum “pacta sunt 
servanda” tentang mengikatnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1338 Ayat 1 jo. Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, 
perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua 
pihak, asal memenuhi syarat sahnya perjanjian.
45
  
Namun dalam praktik, terdapat kasus-kasus pengingkaran legalitas 
klausul arbitrase yang telah dipilih pada saat putusan arbitrase itu merugikan 
salah satu pihak yang kemudian mengajukannya ke pengadilan negeri. 
Pengadilan negeri cenderung mendudukkan diri sebagai institusi pemberi 
keadilan yang paling benar dan sering mencurigai atau menolak nilai 
kebenaran dan keadilan yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh arbiter 
ataupun majelis arbitrase dalam putusannya.
46
 
Perjanjian arbitrase adalah perjanjian yang brsifat assesoir, dan tidak 
melekat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian 
arbitrase ini hanya merupakan perjanjian tambahan yang sering disebut 
“klausul arbitrase”. Karena keberadaannya merupakan perjanjian tambahan, 
perjanjian arbitrase tidak memengaruhi pelaksanaan perjanjian pokoknya. 
Tanpa klausul arbitrase, pelaksanaan perjanjian pokok tidak terhalang. 
Demikian pula batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak mengakibatkan 
batal atau cacatnya perjanjian pokok. Akan tetapi, lain halnya jika perjanjian 
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pokoknya yang cacat atau batal, ini praktis akan mengakibatkan klausul 
arbitrase gugur dan tidak mengikat.
47
  
Kemudian dalam bukunya M. Yahya Harahap berjudul arbitrase, yang 
dimaksud dengan perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausul arbitrase 
merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan 
menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. 
Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke 
badan peradilan. 
48
   
Jadi jelas bahwa klausul arbitrase adalah perjanjian yang bersifat 
assesoir yang berisikan hal–hal yang khusus tentang bagaimana cara 
menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok.
49
 Namun 
demikian, yang tetap harus dipenuhi oleh perjanjian arbitrase adalah 
ketentuan–ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang 
syarat – syarat sahnya perjanjian, yaitu : 
1. Harus ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian pokok untuk 
menyelesaikan perselisihan yang telah atau “ akan “ terjadi melalui forum 
arbitrase, tanpa paksaan. 
2. Para pihak haruslah orang yang mampu melakukan tindakan hukum, harus 
dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. 
3. Harus mengenai objek tertentu, yaitu objek dari perjanjian pokoknya 
sendiri. 
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4. Adanya alasan atau sebab yang halal, artinya persetujuan arbitrase tersebut 
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 
kesusilaan. 
Perikatan melahirkan kewajiban bagi orang perorangan ataupun badan 
hukum dalam hubungan hukum lapangan harta kekayaan. Kewajiban tersebut 
menurut Pasal 1234 KUHPerdata dapat terwujud dalam tiga bentuk, yaitu 
dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 
sesuatu. Semua kewajiban tersebut dikenal juga dengan istilah prestasi, yang 
dihadapkan dengan istilah wanprestasi sebagai bentuk cidera janji atau 
pelanggaran terhadap kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pihak 
yang berkewajiban.
50
    
Aktivitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum 
terkait, ibaratnya sebuah kereta api hanya akan dapat berjalan menuju 
tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan 
geraknya. Tidak berlebihan kiranya, apabila keberhasilan suatu proses bisnis 
yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memerhatikan 
aspek kontraktual yang membingkai aktivitas bisnis mereka. Dengan demikian, 
bagaimana agar bisnis mereka berjalan sesuai tujuan akan berkorelasi dengan 
struktur kontrak yang dibangun bersama.
51
 Kontrak akan melindungi proses 
bisnis para pihak, apabila pertama-tama dan terutama, kontrak tersebut dibuat 
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Menyikapi tuntutan dinamika di atas, pembuat undang-undang telah 
menyiapkan seperangkat aturan hukum sebagai tolok ukur bagi para pihak 
untuk menguji standar keabsahan kontrak yang mereka buat. Suatu kontrak 
dianggap sah dan mengikat apabila kontrak itu telah memenuhi semua syarat 
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Dari penjelasan dan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Secara yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase dapat 
diberlakukan, apabila mengikuti hal-hal, yakni kesepakatan kedua belah 
pihak bahwa sengketa diselesaikan secara arbitrase, arbiter yang ditunjuk 
memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, proses penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan undang-undang, putusan dan 
pelaksanaan putusan arbitrase harus  berdasarkan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999, serta ketentuan yang mengatur mengenai prosedur beracara 
sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana yang diatur dalam HIR 
dan Rbg. Apabila proses tersebut tidak dilakukan menurut undang-undang, 
maka bisa batal demi hukum atau bisa dibatalkan. 
2. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase secara 
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan 
Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya pihak 
yang tidak mau melaksanakan putusan majelis arbitrase tersebut, maka 
Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan 
untuk melaksanakan putusan tersebut berdasarkan permohonan salah satu 
pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 









Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa bisnis 
melalui jalur lembaga arbitrase, maka harus benar-benar dapat mematuhi 
dan melaksanakan putusan yang diberikan oleh arbiter yang telah ditunjuk, 
secara sadar, dengan iktikad baik dan secara sukarela. 
2. Bagi arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bisnis tersebut 
harus benar-benar dapat menerapkan ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan sengketa 
yang diselesaikan, sehingga para pihak dapat dengan sukarela menerima 
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